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BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN
SELAYAR NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PEMERINTAHAN DESA

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

bahwa sehubungan dengan Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor  128/PUU-XIII/2015 mengenai
Pembatalan Pasal 33 huruf g dan Pasal 50 Ayat (1)
huruf ¢ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa dan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014
tentang Pemilihan Kepala Desa dan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun
2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian
Perangkat Desa, maka ketentuan dalam Peraturan
Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemerintahan
Desa, perlu diubah dan ditinjau kembali;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa;



Mengingat

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 74, Tambahan Lembaran Republik Indonesia
Nomor 1822);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 28, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang
Perubahan Nama  Kabupaten  Selayar menjadi
Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4889);
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Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47
Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5717);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014
tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Kepala Desa,;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015
tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan
Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor
1 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran
Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016
Nomor 51, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Kepulauan Selayar Nomor 22);



Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Menetapkan :

DAN
BUPATI KEPULAUAN SELAYAR

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN

SELAYAR NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG

PEMERINTAHAN DESA.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah

Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016 Nomor 51, Tambahan Lembaran

Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 22) diubah, sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 48 diubah dan diantara ayat 2 dan ayat 3 disisipkan 1

(satu) ayat yakni ayat (2a) serta ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai

berikut :

Pasal 48

(1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh

wilayah kabupaten.

(2) Pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali

dalam jangka waktu 6 (enam) bulan.

(2a) Pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) dilaksanakan dengan menggunakan sistem manual atau

sistem electronic voting.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan pelaksanaan Pemilihan

Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dan ayat (2a) diatur dalam Peraturan Bupati.



Ketentuan ayat (2) Pasal 49 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 49

(1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa dalam

penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa serentak, Bupati menunjuk

penjabat Kepala Desa.

(2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal

dari pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kecamatan

setempat.

Ketentuan huruf g Pasal 50 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 50
Calon Kepala Desa wajib memenuhi peryaratan :
a. warga negara Republik Indonesia;

b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta

mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan

Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;

d. berpendidikan paling rendah Tamat Sekolah Menengah Pertama atau

sederajat;

bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;

dihapus;
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tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;

[y

berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;

tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan

tindak pidana yang diancam, dengan pidana penjara paling singkat 5

(lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai

menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan

terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana

serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan
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sehat jasmani, rohani, dan nyata-nyata tidak terganggu jiwa/
ingatannya;

tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
bersedia menyampaikan dan memaparkan visi, misi, dan program
kerja mengenai penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

mengenal atau paham mengenai budaya Desa;

tidak sedang menjabat sebagai Kepala Desa di tempat lainnya;

tidak sementara menjabat sebagai penjabat Kepala Desa;

tidak sementara menjabat sebagai anggota BPD;

menyertakan laporan pertanggungjawaban akhir masa jabatan bagi
calon Kepala Desa yang masih menjabat sebagai Kepala Desa;
menyampaikan daftar harga kekayaan dan menandatangani pakta
integritas;

tidak tersangkut dengan temuan Aparat Pengawas Fungsional
Pemerintah yang menimbulkan kerugian Negara dan/atau Daerah;
dan

tidak tersangkut perkara pidana yang diancam hukuman pidana
penjara paling singkat 5 (lima) tahun yang dibuktikan dengan Surat

Keterangan Catatan Kepolisian.

Ketentuan huruf ¢ Pasal 75 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 75

Perangkat desa diangkat dari warga desa yang memenuhi persyaratan :

a.

berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang
sederajat;

berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua)
tahun; dan

. dihapus.



Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Kepulauan Selayar.

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal 28 Juni 2018
BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,
ttd
MUH. BASLI ALI

Diundangkan di Benteng
pada tanggal 28 Juni 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,
ttd
MARJANI SULTAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2018
NOMOR 76

NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,
PROVINSI SULAWESI SELATAN : B.HK.HAM.2.059.18

/Sqliﬁémse jpai dengan aslinya
Y/ /{5 ’ ;




